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ABSTRACT

The medical prafession ix one profession that is full of risk, sometimes in
treating patienis or patienis can cause injury ar disability even up to death as a
result of such actions dokter. Tindakan physicions, ofren indicated as the vietim of
medical malpractice in this case the patienr . lot especially criminal charges
addressed o the doctor ar medical personnel actions kesahatan result of doctors.
For a physician in managing patients should know and wnderstand abowt Standard
Medical propesi, but doctors generally already know since in college and is the gold
standeard for the doctor. Verification Is a process lo convince the clatmani / sikorban
of the truth presented in a case. 4 physician accountability act is performed by a
doctor ¢ dentist because of mistakes reswlting in patient suffering, and therefore in

all alpractice cases are mot criminalsanctions.
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PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Megara berdaulat
yang berajaskan Pancasila dan UUD® 45,
tugas negara
masyarakat
rakyat Indonesia itu sendiri. Indonesia

melindungi seluruh

demi kesejahteraan seluruh

adalah negara yang berdasarkan hukum
(rechstat) maka sudah selakyaknya jika
hukum dijadikan supermasi/panglima, di
mana semua orang wnduk dan patuh tanpa
kecuali. Kondisi ini sangat dimungkinkan
jika tersedia perangkat
mengatur seluruh sektor kehidupan, dalam

hukum vang

hal ini di antaranya adalah Undang undang
Nomor 29 tahun 2004 prakitek kedokteran,
oleh karena it maka perlu diciptakan
perangkat hukum yang akan menetunkan
pola kehidupan dalam bidang kedokteran
Cita-cita bangsa

sebagaimana tercantum dalam mukadima

Indonasia

ULUD'45, adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia salah satunya adalah bidang

kesehatan  dan entuk  memajukan
kesejaterain LT, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia vg  berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan
keadilan sosial, maka dizusunlah
kemerdekaan  bangsa  Indonesia  vyang

berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,
persatuan Indonesia dan kerakyatana yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujidkan suatu Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.{LIN RI, 2004},
Tujuan utama dari pengaturan itu
adalah untuk melindungi masyarakatdalam
hal ini pasien dari praktek pengobatan yang
tidak bermutu, bersifatcoba — coba ataw yvang
dapat membahayakan kesehatan. Begitu juga
apabiladokter atau tenaga kesehatan dalam
melakukan tindakan atau pelayananmedik
terhadap  pasicn
keterampilan  danpengetahuannya  dengan
baik dan berhati — hati agar tidak menim
bulkan kesalahan yang dapat merugikan

dapat menggunakan

dokter sendini maupun pasien.

Selain itu juga sering teradinya
kealpaan atau kelalaian yangmerupakan
hentuk kesalahan yang tidak berupa
kesengajaan, akan  tetapijuga  bukan
merupakan sesuatu  yang terjadi  karena
kebetulan, Jadi dalamkealpaan ini tidak ada
niat jahat dari pelaku. Kealpaan atau
kelalaian dan  kesalahan dalam melak
sanakan tindakan medis  menyebabkan
terjadinya ketidak puasan pasien terhadap
melaksanakan upaya
kedokteran,

tersebut

dokter  dalam
pengobatan  sesuai  profesi
Kealpaan  dan  kesalahan
menyebabkan kerugian berada pada pihak
pasien,
Sampai sekarang, hukum
kedokteran di  Indonesia  belum dapat

dirnmuskan secara mandiri sehingga batasan
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— batasan mengenai malpraktik belum bisa
dirumuskan, sehingga isi pengertian dan
batasan - batasanmalpraktik kedokteran
belum zeragam bergantung pada =isi mana
orangmemandangnya.M.A. Crisdiono, (2004
: 57 ) UL No 29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran jugatidak memual tentang
ketentuan malpraktik kedokteran.Pasal 66
ayat( 1) mengandung kalimat yang mengarah
pada kesalahan praktik dokter yaitu® setiap
orang yang mengelahui atan kKepentingannya
dirugikan atas tindakandokter atau dokier
gigi dalam menjalankan praktik kedokieran
dapatmengadukan secara tertulis  kepada
ketua  Majelis
Kedokteran Indonesia™ (MKDKT) Norma ini
hanya memberi dasar hokum untuk

Kehormatan — Disiplin

melaporkan dokter ke organisasi profesinya
apahila terdapat indikasitindakan dokter
yang membawa kerugian, bukan pula
sebapai dasar untukmenuntul ants rigl atas
tindakan dokter. Pasal itu hanya mempunyai
arti dan sudut hukum administrasi praktik
kedokteran.

Perkembangan kesadaran
masvarakat  akan  kebutuhan  untuk
memperoleh perlindungan hukum

menjadikan dunia kedokteran vang dahulu
seakan tak terjangkau oleh hukum, dewasa
ini  bukan saja  sebagai  hubungan
keperdataan, bahkan sering berkembang
menjadi persoalan pidana.l. Anny, (2005:32)
Banvak

kezadaran hukum pasien, diangkal menjadi

persoalan  malpraktek,  atas

masalah pidana. Kasus operasi mata dari

pasien yang bernama Prita di RSU Omni
Jakarta tahun 201 )jupga sempat ramai &
dibicarakan. Bahkan kematian Sukma Awu,
artis  pemeran utama "Kecil-Kecil Jadi
Manten" juga dikaitkan dengan adanya
kemungkinan malpraktek wvang dilakukan
oleh dokter  yang
Sebagaimana vang disebutkan oleh Harjo

menanganinya.
Wisnoewardono,  contoh-contoh  kasus
terscbut memberi Kesanadanya kesadaran
masyarakat  terhadap  hak-hak
kesehatannya W. Wardono Harjo, { 2002 -
92)

hukum

Kita semua menyadari bahwa dokter
hanvalah manusia biasa vang suatu saat bisa
lalai dan salah, sehingga pelanggaran kode
etik bisa terjadi, bahkan mungkin sampai
pelanggaran norma-norma hukum. Soerjono
Sockanto dan  Kartono  Mohammad
berpendapat, bahwa belum ada parameter
vang tepas tentang pelanpearan kode etik
dan pelanggaran hukum.l. Anny, { 2005, hal.
32}

Pada satu sisi, Kepercayaan pasien
terhadap dokter sangatlah besar, tenlunyva
akan membawa konsekuensi serius yang
harus dicermati dokter dan jangan sampai
dinodai oleh perbuatan-perbuatan yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lnin,
dokter harus berani mengakui kelemahannva
apabila terjadi kesalahan dalam menentukan
disgnosis dan mengubah diagnosisnya
tersebul.  Menurut  Taylor sebapaimana
dikutip oleh J. Guwandi, kelemahan

sementara dokter adalah engpan mengubah
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diagnosis, pada saat dokter terschut telah
menegakkan diagnosisnva, Mempertahankan
diagnosis yang salah adalah termasuk dalam
bentuk kelalman. Gunadi J, (2003, Vol. 3.

Kerangka Teori

Penelitian  ini  merupakan kajian
fakta hukum dilapangan maka, maka asfek
hukum akan menjadi fokus dalam penelitian
ini. Landasan pemikiran dalam penulisan
tesis ini diilhami dari beberapa teori dan
menjadi teori induk atau grawd theory dan
teori-teori pendukung lainnys, teori dasar
dalam penclitian yang digunakan adalah
“Teori Negara Huknum™ dengan berasumsi
bahwa karena

teori ini  disamping

pertimbangan MNegara Indonesia  adalah
negara hukum sebagai dalam  ketentuan
Pasal 1 avat (3) UUD 1945 Amandemen
ketiga, akan tetapi juga scbagai negara
hukum menjunjung tinggi sistem  hukum
yang menjamin kepastian hukum {rechts
zekeheids) dan perlindungan terhadap hak
Pada hakekatnya
negara hukum merupakan bagian yang tak
dari doktrin law
vang dinyatakan A.V. Decey
{1983, hal. 65) menyatakan bahwa ada 3

asasi manusia. konsep

terpisahkan rule of

seperti

(tiga) cin dar rule of law yaitu supremacy
of law yang artinya supremasi hukum,
equality before the law artinya persamaan di
depan hukum dan the constifution hased on
inclividual rights yang maknanya konstitusi
didasarkan atas hak-hak persecrangan.
Sebagai konsekuensi logis polarisasi

pemikiran negara hukum yang diterapkan

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

di Indonesia ada 4 (empat) ciri dasar yang

ditemukan dan diterapkan dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia

menurut Sri Soematri Martosuwigjno (1992,

hal. 29) vaitu ;

a. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan
tugas dan kewajiban harus berdasarkan
atas hukum atau perundang-undangan.

b. Adanva jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia.

c. Adanyva pembagian kekuasaan dalam
negara.

d. Adanva pengawasan dari badan-badan
peradilan {recht controle).

Mepgara menjamin bukan hanva hak
warga negara dalam pelayanan keschatan,
namun juga kelayakan dari  pelayanan
kesehatan tersebut sesuai konstitusi tertulis
Republik Indonesia yaitu Undang-Undang
Dasar 1945 dalam Pasal 34 (3) yang
berbunyi :
penyvediaan

"Negarn bertanggungjawab atas
fasilitas pelayananan
kesehatan dan fasilitas pelayananan umum
yang layak. Heru Santosa (2002 : 23).
Dengan jaminan ini. maka kelalaian,
penyimpangan dan  penyalahgunaan  dari
pelayanan kesehatan jelas yang biasa disebut
dengan Malpraktik bertentangan dengan
amanat konstitusi. Malpraktik adalah setiap
kesalahan profesional yang diperbuat oleh
dokter atan tenaga kesehatan pada waktu
melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak

memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau
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meninggalkan  hal-hal
dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter
pada umumnya didalam situasi dan kondisi

yvang diperiksa,

yang sama Azl Azwar (1990 : 22).

"Malpraktik
adalah setiap kesalahan vang diperbuat oleh
dokter  karena  melakukan  pekerjan
kedokteran  dibawah  standar  vang
sebenarmva secara rata-rata dan masuk akal,

Menurut  Hoekema,

dapat dilakukan oleh setiap dokter atau
tenaga keschatan dalam situasi atau tempat
vang sama”. A. Hoekema (1981, hal. 2.

malprakiek
bertambah terhadap kesalahan tim medis

Mengingat semmakin
dalam mendiagnosa pasien, maka tim dokter
melakukan pendiagnosaan wlang kepada
pasien lehih
terhadap penyakit yang didenita pasien
tersebut.  Praktik  kedokteran
Lindang-undang Nomor 29 Tahun 2004
yaitu rangkaian kegiatan vyang dilakukan

untuk  mengetahui lanjut

fenumt

oleh dikter dan dokter gigi terhadap pasien
dalam melakzanakan upayva kesehatan. UL
2972004 (Kesindo th, 2007).
ketentuan pidana apabila scorang dokter

Menumat

melakukan praktik kedokteran sendiri tetapi
tanpa surat izin praktik maka dokier tersebt
dikenal Undang-
undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokterin terdapat dalam Pasal 75, 76, 77

akan sanksi  menurud

dan pasal 78,

Ruang lingkup perbuatan melawan
lebih daripada  perbuatan
dan dapat dikatakan bahwa

pidana merupakan

hukum, luas
pidana,

perbuatan selalu

perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan
pidana selalu dirumuskan dengan seksama
dalam peraturan perundang-undangan. Tidak
ada perbuatan wang dapat dipidana selain
atas kekuatan peraturan perundangundangan
vang telah ada. Melawan hukum tidak hanya
berarti bertentangan dengan perundangan-
pidana, tetapi juga dengan
perundang-undangan lain, bahkan dengan

undangan

hukum vang tidak tertulis.

Apabila merinci aspek hukum dari
malpraktek, maka pedoman yang harus
diperhatikan  adalah  adanva:
Wiradharma {1996 : 53)

1. Penyimpangan dari Standar Profesi
Medis.

2. Kesalahan yang dilakukan dokter,
Akibat yang terjadi dischabkan oleh
findakan medis vang menimbulkan

Danny

kerngian baik materiil ataupun non
materiil, atau fisik (luka atau kematian)
ataupun mental.

Penvimpangan Standar Profesidapat
terjadi karena indikasi medis vang tidak
jelas dan atau prosedur tindakan medis yang
tidak sesuai standar.

Pedoman Standar Profesi Medis
meskipun nampaknya berasal dari penilaian
etis, tetapl pencrapannyva tetap menggunakap
prinsip-prinsip  hukum. Misalnva,  bila
ketentuan etik mensyaratkan standar yang
tertinggi bagi praktek profesi dokter, Hukum
mensvaratkan standar minimal rata-rata. Jadi
tidak perlu dokter yang sangat pandai,

metainkan dokter vang telah menamatkan
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pendidikan  kedokterannya dan  berhak
menggunakan gelar dokter serta  dokter
mempunyai kewenangan untuk praktek.
Istilah kesafohan vang berasal dan kata
“schuld" secara yuridis dapat dibedakan
dalam dua pengertian, Pertama, pemakaian
dalam arti menerangkan keadaan psikis
seseomang yang melakukan perbuatan yang
sedemikian rupa sehingga perbuatan it
dapat dipertanggung jawabkan kepadanya,
jadi di sini kesalahan dilihat dari sudut etis-
sosial. Kedua, pemakaian dalam arti yuridis,
yailu bentuk-bentuk kesalahan yang terdin
dari kesengajaan ( opzef S dolus ) dan
kealpaan ¢ cudpa ) .

Merupakan suatu kenyataan bahwa
psikologi merupakan suatu disiphn  idmu
yang sedang berkembang dan ilmu hukum
tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh
aspek psikologis, tetapi hukum tidak boleh
kehilangan dasarnya. Jika kesengajaan dan
kealpaan yang keduanya disebut sebagad
kesalahan, maka dapat dibuat pgradasi
bentuk-bentuk kesalahan yang dimulai dari
kesengajaan schagai maksud, kesengajaan
kemungkinan,
disadari dan kealpaan vang tidak disadari.

schagai kealpaan  yang

Rumusan Masalah
Bagaimana pembuktian dugaan malprakiek
dan pertanggungjawaban  secara Pidana

Malpraktek vang dilakukan seorang dokter.

Metodologi Penelitian

Metode  Penelitian  Kepustakaan
(Library Research) buku-buku, majalah,
sural kabar, artikel, dan koran, maupun dari
sumber lain seperti imternel.  Penelitian
kepustakaan ini dilakukan dengan mencari
dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan,
vang berdasarkan kekuatan mengikatnya
terdiri dari ; Bahan hukum primer, yaitu
bahan yang mempunyai kekuatan mengikat,
seperti
mengikat penelifian ini  pada dasarnya

peraluran  perundang-undangan

bersifat normatif, bahan hukem primer ini
akan menjadi bahan hukum yang sangat
penting peranannya; Bahan hukum skunder,
vaitn bahan yang menjelaskan bahan hukum
primer yang isinya tidak mengikat, seperti
buku-buku, majalah, makalah, koran, dan
artikel-artikel lain yang ada hubungannya
dengan penulisan  penelitian  ini: Bahan
hukum tersier, vaitu bahan yang menunjang
bahan hukum primer dan bahan hukum
skunder, berupa kamus-kamus; Metode
Penelitian Lapangan¥aitu metode yang
dilakukan oleh penulis dengan mengadakan
penclitian secara langsung terhadap obyek
vang diteliti. Disini  penulis mencoba
mengadakan penelitian sebagian  Rumah
Sakit yang berada di Jakarta Selata dan
Bekasi.

PEMBAHASAN (HASIL ANALISIS)

Kendala Pembuktian Kasus Malpraktek
Berdasarkan hasil penelitian dan
analisis yang di lakukan di beberapa Rumah
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Sakit yang ada di wilayah Jakarta selatan
dan wilayah DBekasi Jawa DBaral vyang
dianggap melakukan  tindakan
malpraktek terkesan tertutup dan tidak foir

telak

mengakibatkan tidak palitnya data vang
diperoleh. pihak penyidik (kepolisian) Polres
Beknsi menvatakan untuk membawa suatu
kasus malpraktek ketingkat peradilan umum
pidana harus ada putusan dari Mejelis Kode
Etik Kedokteran {(MEEK) dan terichib
dahulu  bahwa telah

mengandung

kaszus  dersebul

unsur  kriminal  {tergolong
schagai culpa lata ataun kelalaian yang sangat
serius) dan bukan pelanggaran etik profesi
semata, dengan adanva puwtusn dari MKEK
terlehih dahulu maka penvidik memberikan
bahwa hal terscbut akan
dalam melakukan

pembuktian di persidangan dan dapat diper

keterangan

mempermudah

tanggung jawabkan nantinya.

membukiikan
adanya malpraktek atau tidak bukan sebagai
tugas
wewenang MEEK di bawah 1DI Setiap

Wewenang  untuk

kepolisian  tetapi  merupakan
kasus malprakiek pertama-tama  ditangani
oleh lkatan Dokter Indonesia (IDI), jika
kemudian  ada baru
diserahkan pada pihak kKepolisian untuk
MKEK
etik

unsure  knminal

diproses. Dalam hal ini hanva

memutuskan  persoalan profesi
kedokteran, mengingat kapasistasnya vang
bukan merupakan

medik yang berwenang secara hukum untuk

lembaga  pengadilan

memutuskan  apakah kesalahan

aclatah

Snatu

diggnosis tergolong  malprakiek

medik. MKEK  hanya bisa memberikan
permyvataan apakah  seorang dokter vang
melakukan  kesalshan telah

melakukan tindakan medik sesuai dengan

diagnosis

peraturan perundang- undangan atau belum,
dalam hal ini berdazarkan UU Hukum
Kesehatan, KODEKI dan Standar Profesi
Kedokteran.
Paradigma Hukum

Paradigma Hukum ini merupakan
contoh —pola kebiasaan yang dilakukan oleh
aparat Penegak Hukum dalam menjalankan
tugas-tugasnva. Paradigma Hukom  yang
baiklah yang harus kita pertahankan didalam
melakukan proses hukum, sebab hanya
dengan kebiasaan yang baik itu pula vang
akan menghasilkan  proses  Pencgakan
Hukum yang fair dan dapat diterima oleh
semua pihak. Masyarakat  beranggapan
bahwa paradigma hukum di Indonesia masih
sangat lemah hal ini dikarenokan bahwa para
Tindak FPiudana Mapraktek di
kalangan tenaga kesehatan (dokter) masih

banyak berkeliaran dan masih sangat bebas

pelaku

dalam melakukan praktek kedokteran tanpa
adanyva rasa takul atau khawatir dimana
pihak Kepelisian masih menjadi  backing
bagi para pelaku Tindak Pidana Maipraktek.

Propesionalisme Penegak Hukim

Struktur  atau  sistem  aparat

Penegak  Hukum dari

merupakan  inti
Penegakan Hukum itu sendiri. Walaupun
Substansi dan aturannya Malpraktek telah
MeNZenai  Proses

bagus dan kebiasaan
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Penegakan Hukum telah menunjukkan hal
yang positif akan tetapi apabila tidak
ditmbangi dengan niat Aparat Penegak
Hukum dalam hal ini  adalah Pihak
Kepolisian maupun Kejaksaan maka dari itu
semiza akan menjadi sia-sia saja. Oleh
karenanya diperlukan  keseriusan  dan
kemauan keras dari Pihak Kepolisian
maupun  Kejaksaan untuk  menjalankan
tugasnya vaitu dalam mengungkap Tindak
Pidana Malpraktek tanpa pandang bulu dan
tanpa adanya diskriminasi bagi para pelaku
Tindak Pidana Malpraktek

Kesungguhan dan propesionalisme
pihak Kepolisian mutlak diperlukan karena
dengan cara lersebutlah, pihak Kepolisian
dapal mengungkap kebemaran para pelakn
vang telah banyak memakan korban
melakukan Tindak Pidana Malprakiek

Disamping dari ketiga hal tersebut
diatas maka dibutubkan pula keberanian
masyarakat (korban) yang dianggap merasa
dirugikan dari tindakan dokier yang tidak
sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO).
Hal ini dilakukan karena datam melakukan
pengungkapan Tindak Pidana Malpraktek
bukanlah perkara yang sangat mudah untuk
diungkap, hal ini disebabkan karena Para
Pelaku Tindak Pidana malparaktek vang
merupakan kesehatan  yang
memerlukan para penyidik vang propesional
dibidangnya dan
organisasi yang sangat solit vaitu IDL. Oleh

kasus
diperkuat  adanya

karena itu diperlukan terobosan-terobosan

baru dengan melibatkan para pencgak
hukum  vang
dibidang keschatan,
Polisi wvang mempumyai

mempunyai  kopentensi
contohnya

latar belakang

seorang

dokter atau seorang Polisi yang mempunyai
latar belakang pendidikan kesehatan.

Standar Prosedur Operasional
Standar (StandarProfesi

Medis, Standar  Prosedur

ataupun Standar Pelayanan Medis) bukanlah

operasional,

.menjadi penyebab timbulnva malpraktek
dan seperti dijelaskan juga oleh Kartono
Mohammad, standar prosedur tidak perlu
sudal
mengetahui standamya di bidang masing-

tertulis  karena seorang dokter
masing dan apabila seorang dokter tidak
mengetahui standar tersebut maka dokter
tersebut tidak akan lulus menjadi dokier.
Jaditidak mungkin seorang dokter tidak
mengetahui  prosedurnya karena  sudah
menjadi bagian dari keilmuannya. Sehingga
untuk ilmu kedokteran, diperjelas oleh
Kartono Mohammad, seperti Standar Profesi
Mediz, Standar  Prosedur

ataupun Standar Pelavanan Medis tidak

Operasional,

perlu berbentuk standar tertulis. pernyataan
di atas sesuai dengan pendapat dr Broto
Wasisto, Penguwrus 1Dl vang menetapkan
suatu  Kejadiandisebut

bukan harus ditetapkan melalui bantuan peer

malprakiek atau

{sejawal yang mempunyai keahlian yang
ahli). pencgak
hukum atau ahli hukum pun tidak boleh dan

belum bisa menentukan suatu kasus schagal

sama atau  sekelompok
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malprakiek. Keputusan bahwa suatu kasus

malpraktek seharusnya ditetapkan
mendengar  kesaksian beberapa pihak
vaitu pihak .  pasien, dokter, dan saksi
ahli, bahkan kondisi lingkungan ada

soal  “Yreatmem”

pertimbangan ,www. tempointeraltif.com.

{sabtu, |8-8-2010), pernyataan dr. Broto ini
senada dengan pemvatsan Leenen vang
dikutip oleh Fahmi ldrswww.depkes.go.id
{2011) bahwa acuan kompetens: dan standar
ilmu pengetahuan yang dapat digunakan
dalam menentukan narasumber asfau sakst

ahli dalam kasus malprakiek adalah :

a. sesuai ukuran (lmu kedokieran,

b. kemampuanrata-
ratasesuaikategorikeahliankedokteran
YANg sama,

C. situasi dan kondizi vang sama,

d. sarana upaya yang schanding
{proporsional
[ azasproporsionalitas) dengan
tujuan konkrit tindakan
perbuatan.
Apabila melihat  uraian  diotas,
tampak jelas bahwa belum  ada

keseragaman arti dari malpraktek, Johan
Maosution (2005 : T3 bak dan  sudu

pandang medis maupun dari sudut pandang

hukum.Hal ini terjadi karena mereka
memberikan pandangan tentang
malpraktek dori  disiplin @ ilmu yang

dimiliknya. Namum, jika kita melihat dari

sudut  pandang  omang "kedun

W LI,

juga  bhias menjadi

kelompok pendapat” terscbut schenamya
mengarah pada sebush kesimpulan vang
sama yailu malpraktek adalah sama dengan
akibat kelalaian jika kelalaian tersebut
pada akhirmya membuat pasien menderita
kerugian dan kecacatan yang tidak bisa
diterima oleh pasien tersebut. Akan tetapi,
tentunya prosedur suatu kasus untuk dapat
ditetapkan schagai kasus malprakiek tetap
harus melalui dengar pendapat {kesaksian)
dari pasien (korban), dokter (terdakwa),
saksi ahli (dokter, ahli hukum, aparat
hukum), dan informasi pendukung lain
vang melengkapi  keterangan-keterangan
dari semua pihak. MesKipun demikian,
tidaklah adil jika ada tindakan dokter yang
menyimpang dari standarmya, vang karena
kecerobohannya hati-

hatiannya mengakibatkan kerugian baik itu

glau  ketdak

mati atau cacatnya pasien dikatakan bukan
termasuk tindakan malprakiek.

Iskandar Sitorus, Ketua dan Pendiri
LBH Keschatan, mengatakan bahwa sda
sekitar 126 kasus malprakiek terjadi antara
tahun 1999 hingga tahun 20010 vang tersebar
di herbagai rumah sakit sepenti di RSCM 84
R&5Persahabatun
sisanya di RS Siloam Gleneagles, RS
Hermina, RS Budi Lestard, dan RS Omni.

kusus, 22 kasws, dan

Kasus-kasus  malprakiek  fersebut  terjadi

karena lemahnva  sistem  keschatan  di
Indonesia sehingega tidak ada perlindungan
terhadappasien.

http:ffwww.tempointerakiifcom  (3-3-2010)

Senada dengan pernvatan Iskandar Sitorus di
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ptas, sebapaimana dikutip dari situs resmi
Departemen  Kesehatandiscbutkan  bahwa
dalam dua tahun terakhir ini ada sekitar 73
kasus dugaan malprakiek yang diadukan ke

2010

2011).

Polda Metro Jaya, tetapi sampai awal tahun

i belum

schagaimana

Penulis sajikan beberapa contoh kasus dugaan malprakiek dokter

Rentang Wakiu 1995 - 2010: {Arie Kelana, Gatra 2010).

juga  ditindaklanjuti

mestinyahtt//'www.temporaktif.com, (27-8-

Nomaor Korban Kasus Tempat Tahun
1 Dian Nita A Kaki diamputasi RS, Koesuma Tuban | 1995
karena salah obat
X Meilani Shanti Karena demam RS. Permata Bunda | 1995
berdarah kemudian Medan Sumut
dioperasi dan
meninggal dunia
k] Lim A. Hui akibat salah Ruang Praktik Ang 1997
transfuse darah Djin Tjwan
4 Firdaus setelah diberi RSUD Dr, Soetomo 1999
Meninggal dunia | antibiotik Surabaya
] Sisi Chususyati Pendarahan dan RS. Budi laya 2000
koma akibat operasi Jakarta
dan laparoskopi
[ Aricl Budivanto karena keracunan RSUD Bengkulu 2002
dan Syaifudin gasCo 2
Meninggal dunia
7 Liantia Khariza Meninggal dunia RSUD Mataran dan 2002
akibatl kelalaian RS lslam Sin Hajar
dokter Mataram
5 Irianti Laode Mmeninggal dunia Klinik tunas 2003
Dahai karena dioperasi Cenderawasih
dokter umum Jayakarta
9 Suwarti Meninggal dunia RS, Setiawan 004
setelah persalinan Bangkalan Madura
10 Jeremi Cacat Pasca Operasi RS. Budi Lestari 2004
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Kelahiran Bekazi

1] Muhzmmad Kepalanya tersayat RS, Mitra Keluarga 2005
Genta Pisau pada saat Bekasi

operasi persalinan
11 Sherly Cacat setelah RSB Libra Citenrep 2005

peraalinan
12 Irianti Laode Mmeningeal dunia Kilinik tunas 2006

Dahai karena dioperasi Cenderawasih

dokier umum Jayakarta - Jakarta
13 Asri Muliasari Meninggal dunia RS Wahidin 2007

setelah operasi Sudirchusodo

Limfa Makasar
14 Irwanta Lumpul setelah RS Internasional 2007

diberiCibat Bintaro Tangerang
15 Yoseviana Meninggal dunia RS. Permata Bunda 2008

akibat obat Kupang

perangsang kelahiran
16 Shanti Operasi amandel RS Puri Cingre 2008

Sehingga Pita

Suaranya Tiak

Mormal Lagi
17 Prita Mulyasari Kesalahan Hasil Lab | RS OMNI 20049

Sehingga Internasional

diberi suntikan yang

mengakibatkan

kondisi makin
18 S Carolin Scolisosis Operasi HS. Fatmawati 2010

Tulang Belakang

Alat Pembuktian Malpraktek

Sebab prosedur pembuktian suatu
kasus (tuduhan) malprakiek mergjuk pada
Pasal 184 tentang alat bukti M Yahya
Harahap (2000: 74) sehingga bukti tersebut
haruslah bukti vang kuat, Dalam suatu kasus
{tudubian)

malpraktck, selain  buku

kerugian/kecacatan vang dialami pasien, D.
Veronica Komalawati{ 2002 - 103) alat bukti
yvang paling kuat adalsh saksi ahli. Namun
pada kenyataannya selama ini, menurut
Iskandar Hasan, saksi ahli vang dihadirkan
ke ruang sidang adalah anggota lkatan

Dokter Indonesia dan sudeh menjadi rahasia
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umum bahwa sesama dokter pasti akan
membela temap sejawatnya. Meskipun,
menurut Iskandar Hasan, persoalan "jiwa
korps" ini tidak akan menjadi masalah jika
saksi ahli tersebut memiliki integritas
sehingga mau membela dan mengutamakan
kebenaran  bukan leman
sgjawatnya vyang sebenamya bersalah.
Iskandar Hasan luga
mengatakan bahwa apabila saksi ahli tidak
dapat membantu maka adalah tugas polisi
yang harus dapat menemukan bukti lain,
Safiti  Harivani, (2005
petunjuk. Mengenai saksi ahli ini, Mugnie

membela

Disamping  itu,

32 miszalnya

Ismail dan Iskandar Hazan —memiliki
pendapat yang sama yaitu (hendaknya) saksi
ahli tidak hanya dari anggota 1D1 saja namun
harus ada ahli hukum termasuk dokter
kepolisian  (forensik), * dan  wakil dart
lembaga kesehatan vang terkait vang
kesemuanya memiliki frack record yang
baik serta tidek pernah  melakukan
malpraktek.

Sedangkan mengenai keberadaan
dan penunjukkan saksi  ahli,
Kartono Mohammad, saksi ahli adalah orang
yang ahli dibidangnya Clan yang
mendatangkannva ke ruang pengadilan
adalah pihak pengadilan.Dan sebenarnya
yang menjadi kelemahan dalam menangani
kasus malprakiek di Indonesia adalah
alathukumnya karena alat hukumnya tidak

menurut

siap secara kompetensi untuk menerima
perubahan sosial dan teknologi di bidang
kedokteran. Mengenai  saksi  ahli

sebagaimana dikutip dari  situs  resmi

Departemen Kesehatan RI, Wakil Direktur

Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya

AKBP Tedje Subagyo, perwakilan dari

FKUI dr. Zulhasmar Syamsu Sp.F, SH,

perwakilan dari Forum Dokter Pembanding

dr. Sarmidi Purbo, perwakilan dari [D] dr.

Budi Sampurno, dan perwakilan dari LBH

Keschatan menyepakati tiga hal, wvait

www. depkes. go.id. (2011)

1. Dalam  menvidik
malpraktek, polisi akan mendatangkan
saksi ahli tidak hanya dari IDL tetapi
juga dari FDP, FKUL dan Dokkes Polda
Metro Jaya.

2. Saksi ahli tidak hanya dari IDI, tetapi
minimal dua orang dari instansi yang
berbeda.

3. Dalam menyidik kasus, akan dibentuk

panel untuk membantu penyvidik dan

kasus  dugaan

menurut  réencana  akan  berfungsi
menyerupai  penasehat  hukum untuk
pendamping korban.

Jika melihat hasil elaborasi pendapat
ahli pada
mengenai  bagaimana
mempercleh alat  bukti  dalam  kasus
malpraktek maka hal yang perlu diperbaiki
adalah kompetensi dari alat hukum dalam
memahami prkembangan ilmu dan teknologi
di bidang kedokteran Serta kemanfaatannya
dalam pelavanan kesehatan masyarakat.
Mamun terlepas dari kurangnya kompetensi
para alat hukum tersebut, pihak penyedia
kesehatanmelengkapi

para

uraian di  atas

layanan dirimya
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dengan standar prosedur operasional tertulis
terutama yang berkaitan dengap elayanan
medis dibidangnya masing-masing. Dengan
demikian, imformasi atan kesaksian yang
diberikan di dalam ruang sidang akan lebih
komprehensif dan representatif schingga

mampu mengungkapkan kasus  (tuduhan)
malpraktek  serta  menutup  (bahkan
memperbaiki)  celah  hukum,  akibat
lemahnva  sistem  kesehatan  terutama

terhadap perlindungan pasien dari tindakan
malpraktek, dokter.

Pertanggung jawaban Pidana

Malparaktek Dokter

Pertangpung jawaban seorang dokter

melakukan  perbuatan  melawan
dan  undak

memberikan

dalam
hukum pidena  adalah
sanksi wang  herdasarkan

pidana. Penjatuhan  sanksi  dalam
hukum pidana  dapat  dilakukan
memenuhi beberapa syarat yaitu. perbuatan
dilakukan  oleh

kesalahan, perbuatan vang dilakukan bersifit

Tukum
npabila
subjek  hukum, ada
melawan  hukum, pembuat atau  pelaku
mampu bertanggung jawab, dan tidak ada
alazan vang menghapuskan pidana, Safitri
{opeit  2005),
menyatakan bahwa vang dapat
dijatuhkan  kepada [Tersangka)
tindakan malpraktek dapat berupa sanksi
dan/atau
bergantung  dari

Arlani Tsmail

Mugnie
sanksi
pelaku
administratif sanksi  pidana
kasus malpraktek yang
dilakukan. Senada dengan Mugnie Ismail,

sanksi yang diterima oleh dokter yang

UPN " VETERAN"

melakukan tindakan malpraktek, menurut dr.
Zulkifli Amin, adalah:

1. Peringatan dari MKEK
2. Surat Izin Prakiek dicabut
3. Sanksi pidana, apabila tindakan yang
dilakukan sangat fatal dan dihukum
berdasarkan UL Prakick Kedokicran.
Mengenai pemberian sanksi,
Kartono Mohammad berpendapat  bahwa
sanksi pidana hanya dapat diberikan apabila
dokier tersebut melakukan tindakan secara
senEaja untuk mencelakakan
pasien.Sehingga sanksi pidana bukan untuk
malpraktek  karens  malpraktek  adalah
kelalaian dan dalam kelalaian tidak ada niat
kesengajaan.Namun jika terjadi  kerugian
malpraktck berupa kematian maka dokter
dapat saja dikenakan sanksi pidana.Pada
besar  kasus

malpraktek tersebut tidak dapat langsung

kenyataannya, sebagian
dikenakan sanksi pidana dan seharusnya
yang diberikan  adalah
disiplin. Koeswadji Hermin Hadiati (1998 :
i%). Berdasarkan Undang-undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
pada Pasal 69ayat (3), sanksi disiplin yang
dikenakan oleh MEDKIL, adalah
Konsil  Kedokteran

sanksi sanksl

dapal

schagai  berikut:

Indonesia (2005)

|. Pemberian peringatan tertulis;

2. Rekomendasi pencabutan Surat Tanda
Registrasi atau  Surat  lzin  Praktik;

danfatay Rekomendasi pencabutan Surat

Tanda Registrasi atau Surat [zin Prakik

JAKARTA
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vang dimaksud dapat berupa:
a. Rekomendasi
Tanda Registrasi atau Surat Izin

pencabutan  Surat
Praktik sementara selamalamanya |
{satu) tahun, atau

b. Rekomendasi
Tanda Registrasi atau Surat [zin

pencabutan  Surat
Praktik tetap atau selamanya.

3, Kewajiban mengikuti pendidikan atan
pelatihan i pendidikan
kedokteran kedokteran  gigi.
Kewajiban di atas dapat berupa:

8. Pendidikan formal; atan

institusi

dan

b. Pelatihan dalam
pengetahuan dan atau
keterampilan magang di  institusi
pendidikanatay  sarana  pelayanan

keschatan  jejaringnya atau  sarana

pelayanan  keschatan yang ditunjuk,
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan
paling lama 1 {satu) tahun,

Mengacu pada prosedur penjatuban
sanksi yang berlaku di RS Persahabatan.
menurut dr. Lia, sebelum diproses lebih
lanjut ke Komite Etik dan Hukum, persoalan
{tuduhan) malpraktek  ini
terlebih dahulu di dalam suatu forum dokter

RS Persahabatan, constitufe by fow, vang

akan  diproses

tugasnya untuk mengatur bagaimana atwran
kemudian diserahkan kepada

untuk

IR,

Komite Medis wyang tugasnya
mengatur kewenangan seorang profesi, dan
biasanya para dokter tersebut membicarakan
secara intern masalah mereka pada bidang

spesialisnya masing-masing. Gunawan ).

(1996 : 103)

Komite Etik inilah yang akan
memutuskan apakah dokter tersebut akan
dibimbing kembali atau tidak boleh bekerja
atau berprakiek sendiri dulu. Namun pada
prakteknya, ditegaskan oleh dr. Lia, dokter
biasanya hanya akan dimintai
pertanggungjawaban sccara etik saja, jarang
sckali vang dimintai pertanggungjawaban
secara pidana, walaupun fatal sekalipun.
Padahal seharusnya pertanggungjawaban
dokter tidak hanya terbatas pada sanksi etik
schab kasus malprakiek adalah perbuatan
melawan hukum sehingga dapat dikenakan

sanksi secara pidana,

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan  analisis
vang saya lakukan di beberapa Rumah
Sakit yang ada di wilayah Jakarta
selatan dan wilavah Bekasi Jawa Barat

dianggap melakukan

tindakan malprakiek terkesan tertutup

VANg telah
dan tidak fairadanya rasatakut untuk
adanya,
penelitimenyadari ini adalah
menvangkut kredibilitas Rumah Sakit

menceritrakan apa

itu sendir.
Paradigma Hukum. ini merupakan pola
yang dilakukan oleh aparat Pencgak
Hukum dalam menjalankan tugas-
tugasnya. Paradigma

baiklah yang harus kita pertshankan

Hukum vang
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didalam melakukan proses hukum,
sebab hanya dengan popla’ kebiassan
yang baik

itu pulz vang akan

menghasilkan  proses  Penegakan
Hukum wvang fair dan dapat diterima

oleh semua pihak.

Pembuktian  secara Pidona  Kovus
Mapraktek;, Pembuktian adalah suvatu
proses  untuk  meyskinkan  hakim
mengenai kebenaran Yang
dikemukakan dalam suvatu  kasus.

Dalam kasus malprakick cara—cara atau
langkah-langkah dalam  mengajukan
pembuktian adalah: {a). Harus dapat
membiiktikan dokter mana yang pada
saat itu memberikan perfolengan: (b).
Dokter tersebut di atas dapat dibuktikan
telah melakukan tindakan wang tidak
sesuai  dengap standar medis  yang
berlnku: (c)
Harusdapatdibuktikannyadampakkerugi
an terhadappasien dari tindakan dokter

tersebot.

bh. Saran

.  Disarankan seorang dokter/tenagn
kesehatan lainnyva dalam

melaksanakan tugasnva harus sesuai
SPM (Standar Propesi Medis);
2. Disarankan

keschatan Iminnva harus proposional,

seorang  dokterftenaga

dengan kehati-hatian

khususnva dokter/dokter gigi karena

penuh

seorang dokter adalah schagai tenaga
ahli‘keahliannya! propesinya dokter,

Hoekema, A“Profesyiomal
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Sumber Internet
www tempointeraktifcom. Malprakiek
Membuat  Dokter  Khawatir
berlebihan, Sabtu 18 Agustus

2009

hitp: /www tempointeraktif.com, LBH
Kesehatan, Pavien dilndonesia
Tak Terlinchmgi, Selasa 13 Juli
2000 -20:27TWIB

sarww depkes.po. windo

Informasi

1963 tentang tenaga

w NWew Preview,
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DiagnasisDokter: Tergolong
Malpraktek ataukelalalan medis-
kah?, 17 April 2010
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